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A. Prinsip dasar humas pemerintah

Humas atau hubungan masyarakat dalam pemerintahan memegang peranan yang sangat penting. 

Begitu banyak peran atau fungsi humas dalam pemerintahan sehingga diperlukan orang-orang yang berkompeten untuk menjalankan fungsi humas ini. 

Untuk lebih memahaminya, berikut adalah 12 fungsi humas dalam lembaga pemerintahan.

1. Memperkenalkan Program Pemerintah
· Salah satu fungsi utama dari humas dalam lembaga pemerintahan adalah memperkenalkan program pemerintah kepada masyarakat. 

· Program yang dibuat oleh pemerintah tentunya adalah program yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, maka dari itu program pemerintah yang baru saja dibuat baru akan bisa berfungsi dengan baik jika dikenalkan kepada masyarakat luas.

· Program pemerintah tidak akan mungkin bisa berjalan jika tidak dikenalkan ke masyrarakat luas. 

· Maka dari itu, peranan humas dalam sebuah lembaga pemerintahan sangatlah penting karena merekalah yang akan membawa program pemerintah ke hadapan masyarakat.

1. Menyampaikan informasi kepada pemerintah

Humas juga mempunyai peranan untuk menyampaikan informasi penting kepada masyarakat luas. Misalnya saja ketika membuka perekrutan untuk pegawai negeri sipil yang baru, maka tentunya humas dalam lembaga tersebut akan memberikan informasi kepada masyarakat.
Tanpa memberikan informasi ini ke luar, maka akan sangat sulit untuk melakukan perekerutan bagi pegawai negeri sipil yang baru. 
Malah justru dapat menyebabkan posisi yang kosong tersebut diisi dengan orang-orang yang mempunyai koneksi di dalam atau terjadinya nepotisme.
2. Sebagai Medioator dengan Instansi Lain

Sebuah lembaga pemerintahan biasanya akan selalu melakukan hubungan dengan lembaga lainnya. 

Untuk bisa melakukan kerjasama atau hubungan dengan lembaga atau instansi lain, maka diperlukan orang yang berkompeten dalam melakukan negosiasi sehingga dapat terjalin kerjsasama yang baik. 

Keberlangsungan sebuah lembaga sangat bergantung pada baik tidaknya kerjasama dengan instansi atau lembaga lain. 

Kekuatan dalam negosiasi dengan lembaga lain sangat bergantung pada kemampuan mediator atau humas.

3. Menjaga Nama Baik Lembaga

· Peranan dan fungsi humas dalam lembaga pemerintahan lainnya adalah menjaga nama baik lembaga. 
· Nama baik sebuah lembaga sangat bergantung pada baik tidaknya bagian humas di dalamnya memainkan peranan mereka.
·  Ketika sebuah lembaga pemerintahan mengalami masalah, bagian humas harus segera berada di baris paling depan untuk tetap menjaga nama baik lembaga tersebut.
· Humas harus mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat atas masalah yang terjadi agar tidak terjadi kericuhan yang lebih parah yang berakibat pada tercorengnya nama lembaga. Humas juga harus memiliki kemampuan menyampaikan dan mempengaruhi masyarakat agar tetap memiliki penilaian yang baik terhadap lembaga.
5. Menciptakan Iklim Yang Kondusif
· Sebuah lembaga sangat memerlukan bagian humas untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan nasional. 
· Iklim yang kondusif yang diciptakan haruslah terjaga dengan baik dalam jangka pendek maupun panjang.
· Iklim yang kondusif dalam pembangunan nasional dapat dicapai dengan melakukan beberapa kerjasama dengan pihak swasta. 
· Hal ini dapat terwujud melalui peranan humas yang mampu mengadakan negosiasi yang baik bagi lembaga untuk ke depannya.
6. Agen Pembentuk Opini

· Kemampuan yang paling menarik dari humas adalah mampu mempengaruhi opini atau pemikiran masyarakat luas. Kemampuan inilah yang sangat diperlukan dalam membentuk opini publik yang diperlukan bagi lembaga dalam menjaga kredibilitas lembaga tersebut.
· Opini publik yang telah dibentuk oleh humas akan lebih memudahkan lembaga untuk membentuk citra baik di hadapan masyarakan luas sehingga lembaga pemerintahan tersebut lebih mudah untuk mengaplikasikan peraturan yang baru dibuat kepada masyarakat.
7. Pengemas Egenda Setting

Agenda setting adalah cara menyampaikan suatu kebijakan baru kepada publik agar lebih mudah diterima. 

Fungsi humas dalam sebuah lembaga pemerintahan tentunya akan sangat penting dalam mengenalkan kebijakan baru kepada masyarakat.

Pengenalan kebijakan baru apalagi yang sangat bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat tentunya akan menjadi kendala paling besar bagi lembaga tersebut. 

Disinilah humas dituntut untuk mampu membuat sebuah metode pengemasan yang baik agar kebijakan baru yang terasa asing jauh lebih akrab dan ramah di mata masyarakat.
8. Pembanhgun Kepercayaan Publik

· Tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan publik bagi suatu lembaga pemerintahan, apalagi jika kebijakan lembaga tersebut bertentangan dengan nilai adat masyarakat. 
· Maka dari itu, humas sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan publik ini.
· Kemampuan dalam berkomunikasi dan bernegosiasi tentunya menjadi senjata andalan dalam membangun kepercayaan publik. 
Jika lembaga telah mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka akan jauh lebih mudah untuk menerapkan kebijakan baru di masyarakat
9. Membangun Citra pemerintah
· Tak hanya membangun kepercayaan publik, humas juga bertanggung jawab dlam membangun citra positif lembaga pemerintahan di mata masyarakat. 
· Dengan membangun kepercayaan dan membentuk opini publik agar menyetujui setiap kebijakan yang dibuat oleh lembaga, maka secara otomatis, masyarakat akan memandang baik lembaga pemerintahan tersebut.
10. Penyusun Strategi Komunikasi Efektif

Hal penting lainnya yang dapa terwujud dengan adanya humas dalam sebuah lembaga pemerintahan adalah tersusunnya strategi komunikasi efektif yang baik. 
Strategi komunikasi yang efektif akan memudahkan pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam menjalankan setiap fungsi pemerintahan.
Berbagai kebijakan juga akan jauh lebih mudah diterima oleh masyarakat sehingga baik pemerintah dan rakyat akan saling mendukung satu sama lain dalam mewujudkan sebuah negara yang adil dan makmur.
11. Menerima informasi dari masyarakat

Tak hanya sekedar tugas satu arah saja, humas juga harus mampu menjadi jembatan komunikasi dari luar ke dalam lembaga pemerintahan. 
Dengan menerima informasi dari masyarakat, maka lembaga pemerintahan akan jauh lebih mengerti dan peka terhadap kebijakan apa yang baik untuk masyarakat. 
Masyarakat yang merasa diperhatikan pun akan menaruh simpati lebih kepada lembaga pemerintahan tersebut. 
12. Mengawasi pendapat masyarakat
Selain menerima informasi, humas juga berfungsi untuk mengawasi dan memberikan feed back kepada masyarakat atas opini mereka terhadap lembaga pemerintahan. 
Setiap opini masyarakat ini akan diterima dan disampaikan kepada pimpinan lembaga untuk ditanggapi.
B. Manfaat humas pemerintah
Humas pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah.  Selain itu, humas sebagai corong atau sumber informasi, dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan  informasi  di setiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik. Untuk meningkatkan kemampuan, perangkat  humas harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Lebih penting lagi, humas harus menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan, agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik. Menurut difinisi dari Scott M. Cutlip dan Allen H. Center, humas merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada acara Forum Tematik Kehumasan yang bertema “ Penguatan Kelembagaan Humas Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Mendukung Fungsi Government Public Relation “ (GPR), pada 5 Maret 2015, di Aula Sekretariat Negara, mengingatkan kalangan humas harus mengubah pola pendekatan kepada masyarakat, yakni dari cara kuno ke modern yang lebih partisifatif. Selain itu, humas harus mengajak masyarakat menjadi bagian dari proses sehingga ada jalinan emosional dengan humas, dan  masyarakat pun akan merasa memiliki tanggungjawab dan melakukan sharing kepedulian yang lebih banyak lagi. Pengamat dan Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto juga mengatakan, salah satu program “Nawacita” Jokowi – JK terkait bidang komunikasi dan informasi adalah membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya. “Artinya, humas pemerintah dituntut meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta mempermudah akses informasi tersebut bagi masyarakat,”. Jadi pada prinsipnya, pada era keterbukaan informasi publik, posisi pranata humas harus berperan penting dalam menjaga citra positif lembaga pemerintahan, agar sembilan program pemerintah Jokwi dan JK yang biasa disebut program “Nawa Cita” dapat dilaksanakan dengan penuh semangat kerja. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Penggunaan Teknologi  Informasi dan Komunikasi Seiring semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi yang beredar di tengah masyarakat sebagai  akibat dari tuntutan zaman, humas harus mampu menggunakan perangkat teknologi tersebut, guna mendistribusikan inforrmasi kepada publik secara cepat, tepat dan efektif. Para praktisi humas mengungkapkan bahwa dunia public relation  sedang memasuki masa kebangkitan dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaannya membuat para praktisi humas mampu mencapai sasarannya kepada publik secara langsung tanpa intervensi pihak-pihak yang dapat menghambat kegiatan komunikasinya. Teknologi informasi dibutuhkan keberadaanya sebagai alat penunjang dan media. Dalam melaksanakan relasi/hubungan  yang baik, penggunaan teknologi informasi dapat memberikan ruang bagi praktisi humas dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Contoh dari teknologi informasi yang digunakan dalam praktek public relation adalah komputer dan internet. Para praktisi humas dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan publik yang perlu mereka ketahui dan gunakan dalam relasinya. Selain itu, teknologi komunikasi yang dapat digunakan dalam public relation adalah internet dan telepon. Internet bukan hanya sarana untuk mencari informasi, melainkan sarana yang baik untuk berkomunikasi. Misal, dengan e-mail, media social, website, semua kegiatan komunikasi dan hubungan dapat berjalan dengan lancar. Jadi dengan teknologi komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan,  jauh lebih mudah dan efektif. Humas Bersinergi dengan Wartawan Humas pemerintah harus mampu bersinergi/bermitra dengan wartawan (Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial), serta  lembaga pers lainnya dalam membantu pemerintah untuk menyebarluaskan informasi program pembangunan  kepada masyarakat. Waktu menjabat sebagai Kepala Sub. Bagian : Kewartawanan, Pemberitaan dan Analisa Berita di Biro Dokumentasi dan Pers Media, Sekretariat Presiden, penulis selalu bersinergi dalam memberikan pelayanan peliputan kepada para Wartawan Kelompok Sekretariat Negara atau istilah singkatnya WKS. Penulis dalam melaksanakan tugas kesehariannya selalu dekat dengan wartawan, baik itu wartawan pusat atau ibukota maupun wartawan daerah, serta  tidak ada jarak  dengan para wartawan. Penulis akrab dan selalu berdiskusi jika ada masalah/berita yang muncul ke permukaan yang sifatnya merugikan kedua belah pihak ( Pemerintah dan wartawan/Media ). Salah satu contoh, misalnya ada kegiatan/acara Presiden di luar kota, seperti peresmian, peninjauan dan temu wicara. Penulis yang ditugaskan sebagai Tim Advance, selalu bekerjasama dengan Humas Daerah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana untuk peliputan wartawan pusat dan Daerah, sehingga para wartawan merasa nyaman dan mudah dalam melaksanakan peliputan tersebut. Jadi, pada prinsipnya bahwa sinergitas atau hubungan kemitraan antara Humas dan Wartawan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat diwujudkan secara optimal, maka ada beberapa hal yang sangat penting dilaksanakan oleh setiap pejabat atau pranata humas, diantaranya : 1. Hubungan Humas dengan Wartawan bersifat professional; 2. Humas harus mengetahui seluk beluk wartawan, termasuk irama kerjanya wartawan serta fungsi media massa; dan 3. Humas harus memiliki kemampuan praktik jurnalisme seperti meliput wawancara, memotret, menulis berita langsung, berita khas (feature news) dan artikel. Selain itu, humas harus mampu mengenali wartawan dan redaktur secara personal. Serta  humas jangan bersifat diskriminatif terhadap wartawan/media massa, namun harus memperlakukan secara adil terhadap wartawan.

Manfaat Humas pemerintah secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

1. Memajukan informasi yang akurat dan benar, komunikasi yang terbuka dan transparan di institusi global.
2. Melayani kepentingan public dengan menyediakan sesuai dengan kebutuhannya.
3. Membantu membangun saling pengertian diantara berbagai institusi global dan sasaran humas.
4. Melayani ke kepentingan public dengan mengubah sikap dan prilaku  terhadap beberapa isu-isu sosial yang menjadi perbincangan di dumia.

C. Syarat-syarat humas pemerintah

Penguasaan tentang journalism skills atau keahlian jurnalistik adalah hal utama yang wajib dimiliki oleh semua Government Public Relations (GPR) di tanah air dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai humas pemerintah di era digital. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberitaan di masing-masing website pemerintah yang dikelolanya. Pernyataan ini disampaikan Dr. Ismail Cawidu, M.Si Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam forum Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Di Lingkungan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di kantor Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Kamis (14/04/2016).
Dibutuhkan pemahaman serta ketrampilan jurnalistik bagi seorang humas pemerintah dalam mengelola website pemerintah. Tidak hanya kemampuan dalam penulisan berita saja, tetapi juga penguasaan jurnalistik online secara keseluruhan. Sehingga, selain berita-berita yang dipublikasikan di website telah memenuhi kaidah jurnalistik juga memiliki news value atau nilai berita yang dibutuhkan masyarakat.    
“Ketrampilan jurnalistik wajib dimiliki seorang humas digital yang sangat dibutuhkan untuk membuat konten-konten berita di website pemerintah yang dikelolanya. Hal ini mengacu pada kualifikasi yang wajib dimiliki humas pemerintah sekarang ini. Bagaimana mereka memahami tentang seluk-beluk redaksional pemberitaan di media online serta memahami pola kerja wartawan sekaligus psikologi media”, kata pria berkacamata yang dikenal ramah ini. 
Di sisi lain, pengelolaan website pemerintah juga membutuhkan keahlian dan ketrampilan baru yang harus dikuasai dengan baik. Seperti manajemen komunikasi online, online constituents intelligence, technology skills serta upaya membangun komunitas. Artinya, humas pemerintah dituntut memiliki kemampuan dasar dalam berkomunikasi di dunia maya dengan netizen sebagai komunikannya. Hal tersebut tentunya juga diimbangi dengan ketrampilan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang mumpuni. Output-nya, tidak hanya menghasilkan konten berita yang berkualitas, melainkan sekaligus tampilan setting lay out
Dalam wawancaranya dengan Humas Kabupaten Pasuruan, Ismail menegaskan bahwa dibutuhkan tata kelola komunikasi humas untuk merubah pola pikir humas pemerintah saat ini, dari tugas-tugas kehumasan yang bersifat konvensional untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat di era digital. Fokusnya adalah adanya pembaharuan sistem manajemen informasi yang jauh lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan TIK.
“Di era digital sekarang ini, tantangan terbesar yang dihadapi humas pemerintah adalah bagaimana merubah mindset dari sistem kinerja sebelumnya melalui tata kelola komunikasi humas yang benar-benar baru. Yaitu terus berpartisipasi aktif dan kreatif dalam mengelola informasi di website pemerintah sebagai pusat informasi.
 Baik dalam hal penyajian konten berita tentang kebijakan dan program-program pemerintah maupun aspirasi warga. 
Hal itu bisa diintegrasikan melalui media sosial, sehingga jangkauan komunikasi dengan publik akan jauh lebih luas dan intens yang dapat bermanfaat untuk membangun masyarakat berjaringan atau network society. Yang tidak kalah pentingnya, gunakan sistem monitor dan pengukuran online untuk mengevaluasi efektivitasnya”,
Untuk menjalankan tugas humas pemerintahan tersebut, hendaklah seorang humas pemerintahan harus memilik kemampuan sebagai berikut.
1.         Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat ( learning about public desires and aspiration ).
2.         Memberikan nasehat atau sumbang saran untuk menanggapi atau sebaliknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti dikehendaki publiknya ( advising the public about what is should desires ).
3.         Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan public dan aparat Pemerintahan ( ensuring satifactory contac between and government officiall ).
4.         Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi Pemerintahan yang bersangkutan ( informing and about what an agency is doing ).    ( Ruslan, 1999: 297 ).
          Dengan tugas tersebut, seorang humas pemerintahan yang baik harus melakukan kegiatan-kegiatan humas layaknya humas perusahaan, seperti membuat bentuk-bentuk publikasi, seperti kliping, press release, menerbitkan majalah internal, membuat newsletter, brosur, poster, menyelenggarakan konferensi pers, serta melakukan evaluasi pada program-program atau kegiatan kehumasan untuk merencanakan program selanjutnya.
D. Jabatan structural dan fungsional Humas Pemerintah

Ialah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat.
Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
· Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.
· Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor
· , Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pranata Humas dalam satuan organisasi Menkominfo yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau ketrampilan Penerangan dan Seni Budaya dan bersifat mandiri.
· Pranata Humas adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan informasi dan kehumasan. 
· Pelayanan Informasi dan Kehumasan adalah kegiatan yang dilakukan Pranata Humas mulai dari perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, penyediaan dan penyebarluasan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, pelaksanaan hubungan personil dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. 
· Pranata Humas juga melakukan hubungan kelembagaan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara lembaga yang ada dalam masyarakat antara pimpinan lembaga dengan personil dan antar sesama personil.
· Tingkatan Pranata Humas adalah (1) tingkat trampil, yaitu pranata humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dibidang kehumasan (IIa – IIId) – SLTA/D-III, (2) tingkat ahli yaitu pranata humas yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dibidang kehumasan (III/a – IV/c) – S1 keatas.
Tugas pokok pranata humas adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang meliputi:
· Perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan
· Pelayanan informasi
· Melaksanakan hubungan kelembagaan
· Melaksanakan hubungan personil
· Mengembangkan pelayanan informasi dan kehumasan.
Tugas:

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Prinsip dasar humas pemerintah

2. Manfaat humas pemerintah

3. Syarat-syarat humas pemerintah

4. Jabatan structural dan fungsional Humas Pemerintah
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